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Abstract: This study was carried out in Bitung Oceanic Fishing Port (BOFP) focusing on fishing vessel operations
and necessary documents, and tuna production. Data were analyzed using SWOT on legal fishing operation
documents of handline tuna fishing boats up to 5-GT. Implementation of legal fishing operation letter (LFOL)
started in 2011. Mean catch was 82.565 kg/month under 182 boats/month. This study concluded that the readiness
of legal umbrella, supporting facilities, and the human resources for fish resources management in the integrated
service center to prevent the lUU Fishing in the Fisheries Management Authority of 715 and 716 were still not
optimal. On the other hand, the impact of the legal fishing operation letter implementation on the handline tuna
fishing boat up to 5-GT has still not followed Marine and Fisheries Minister’s Regulation No. 45, 2014. Therefore,
the study reccommends some revisions of the regulations to optimize the implementation in future.
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Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) mengenai operasional dan
kelengkapan kapal serta produksi ikan tuna. Analisis data menggunakan SWOT terhadap penerapan surat laik
operasi (SLO) pada kapal perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT. Penerapan SLO telah dimulai sejak
tahun 2011 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bitung. Jumlah rata-rata hasil tangkapan ikan pada
perikanan handline tuna adalah sebanyak 82.565 kg/bulan dengan jumlah rata-rata 182 kapal/bulan. Dapat
disimpulkan, bahwa kesiapan payung hukum, fasilitas pendukung dan SDM pengawasan/ pengendalian sumber
daya ikan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu dalam mengantisipasi lUU Fishing di WPP 715 dan WPP 716
masih belum optimal. Pelaksanaan penerbitan SLO bagi kapal perikanan berukuran sampai 5-GT masih berbeda
dengan penerapan Permen KP No. 45 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan revisi demi perbaikan produk
regulasi dari Kementerian Perikanan Dan Kelautan Indonesia di masa datang.

Kata-kata kunci: Surat Laik Operasi (SLO); IUU Fishing; kapal tuna handline; Bitung

PENDAHULUAN

Produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap,
di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun
2008 sebesar 142.362,4 ton dan terus meningkat
hingga tahun 2012 sebesar 159.319,4 ton, dengan
nilai produksi ikan tuna ekor kuning sebesar
33,657.1 ton dan tuna mata besar 16.193,8 ton
(Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, 2013;
2013a; 2013b). Nikijuluw (2001) menyatakan,
sekitar 2.000 kapal nelayan Negara Filipina
menangkap ikan tuna secara illegal di perairan
bagian Utara Sulawesi, bahkan masuk sangat dekat
pantai, menggunakan kapal yang dikenal dengan
pumpboat.
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Menurut Karwur (2013), batas wilayah antar
Negara Indonesia dengan Negara Filipina masih
menimbulkan sengketa dalam memberlakukan
pengelolaan kekayaan sumber daya. Sejumlah
kendala dalam penetapan status batas wilayah Zona
Ekonomi Ekesklusif (ZEE) antara Negara Indonesia
dan Negara Filipina adalah, antara lain, mengenai
masalah  teknis yuridis, hak-hak perikanan
tradisional, rute navigasi, faktor sosio-kultural, dan
penetapan secara bersamaan antara ZEE dan
landasan kontinental.

Dalam pengelolaan perikanan di Indonesia,
khususnya dalam bidang perikanan tangkap, sesuai
ketentuan internasional dan regional, digunakan
perangkat monitoring, controlling and surveillance
(MCS). Strategi pengawasan di bidang ini
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dilakukan secara pre-emptive, preventive responsive
dan coordinative. Kegiatan ini dilanjutkan dengan
proses penegakan hukum (law enforcement)
terhadap pelanggarnya (Ditjen PSDKP, 2012).

Di Indonenesia, setiap kapal perikanan
diwajibkan memiliki Surat Laik Operasi (SLO)
yang diterbitkan oleh pengawas perikanan (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009). Untuk kapal berukuran sampai 5-GT
(dikategorikan sebagai nelayan kecil), oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten/kota,
diterbitkan Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan
yang bebas menangkap ikan di seluruh Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) RI, di antaranya, di
WPP 715 dan 716 (UU Nomor 45 Tahun 2009;
Permen Nomor 30 Tahun 2012; Direktorat
Pelabuhan Perikanan, 2012).

Pemerintah mengatur dengan jelas, bahwa
pengawas perikanan menerbitkan SLO kapal
perikanan nelayan kecil berukuran sampai 5-GT,
yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkan (Permen KP Nomor 45/MEN/2014). Hal
ini bertolak belakang dengan kenyataan di mana
hampir 90% kapal penangkap tuna (tuna handline)
di Kota Bitung memiliki daya jelajah luas dengan
waktu penangkapan melebihi 7 hari. Pada tahun
2014, jumlah kapal perikanan tuna handline
berukuran sampai 5-GT yang terdaftar berkisar 480
buah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung,
2014).

Untuk itulah, maka perlu adanya upaya dalam
rangka pengawasan dan pengendalian, khususnya
bagi kapal perikanan tuna handline berukuran
sampai 5-GT. Hasil tangkapan dari kapal-kapal
tersebut sulit untuk ditelusuri asal-usulnya, karena
kapal tersebut tidak terdaftar pada saat melakukan
kegiatan penangkapan dan tidak melakukan
pelaporan terhadap hasil tangkapannya pada saat
kembali ke pelabuhan. Hal inilah yang merupakan
salah satu penyebab terjadinya ketidakcocokan
(data bias) pada saat melakukan pelaporan produksi
ikan untuk di ekspor.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka
penelitian ini dilaksanakan, yang tujuan untuk
mengetahui kesiapan payung hukum, fasilitas
pendukung, dan sumber daya manusia (SDM)
pengawasan/pengendalian sumber daya ikan (SDI)
yang ada di Pos Pelayanan Terpadu dalam
mengantisipasi lllegal, Unreported, and
Unregulated Fishing (IUU Fishing) di WPP 715
dan WPP; untuk mengidentifikasi dampak dari
dilaksanakannya ketentuan penerapan SLO bagi
kapal perikanan tuna handline berukuran sampai 5-
GT di Kota Bitung; dan untuk mengevaluasi
hubungan produktivitas hasil tangkapan dari kapal
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perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT
dengan data ikan tuna yang didaratkan kapal sejenis
di Kota Bitung.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Pelabuhan
Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung), di
Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara,
selama 4 bulan (Desember 2014-Maret 2015).
Bahan yang digunakan adalah data sekunder
mengenai jumlah kapal dan produksi ikan tuna,
yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan ikan
Kota Bitung dan sekitarnya. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan kuesioner, studi kepustakaan, dan
pendapat ahli.

Pengambilan data untuk responden dilakukan
berdasarkan teknik sampling kuota (Riduwan, 2010)
di mana distribusi responden, sebagai berikut:
petugas di Kantor Pelayanan Satu Atap Kapal
Perikanan (15 orang), pemilik kapal (50 orang), dan
akademisi dan pemuka masyarakat (35 orang).
Untuk validitas data digunakan perangkat lunak
SKALO-Program Analisis Skala Gutman Ver. 2.0
(Widhiarso, 2011).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan
SWOT (Rangkuti, 2013). Tahapan analisis, yang
dilakukan untuk melihat penerapan SLO pada kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT,
adalah identifikasi Faktor Internal dan Eksternal di
mana pada saat pengisian input (input stage)
digunakan dua matriks, yaitu matriks IFE (Internal
Faktor Evaluation) dan EFE (External Factor
Evaluation). Pada tahap pemanduan (Matching
Stage), digunakan IE (Internal-External). Bobot
masing-masing  faktor diperoleh  berdasarkan
perbandingan nilai setiap faktor dengan jumlah nilai
keseluruhan faktor dengan menggunakan rumus
(Rangkuti, 2013):

T
di mana: o; = Bobot faktor ke-I; X; = Nilai faktor ke-
I; n=Jumlah datadani=1,2,3,..., n.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antisipasi Tindak Pidana 1UU Fishing

Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI1 untuk mengantisipasi tindak pidana IUU Fishing
adalah dengan menyediakan payung hukum dan
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sarana-prasarana  pendukung di  pelabuhan-
pelabuhan perikanan (UPT Pusat), Dinas Kelautan
dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Di samping
itu, dalam rangka pengendalian sumber daya ikan,
khususnya yang ada di WPP-715 dan 716, maka
dibutuhkan SDM yang tangguh dan terampil serta
memiliki integritas yang tinggi.

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan SLO
dan stakeholder terkait pelaksanaan regulasi 1UU
Fishing (antara lain, Undang-Undang No. 45 tahun
2009 dan PERMEN KP No.45 tahun 2014),
ditemukan bahwa hal tersebut di atas belum mampu
menjawab kebutuhan nelayan yang memiliki kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT,
dan belum adanya kesepahaman atau koordinasi
antar instansi terkait pelaksanaan penegakan hukum
di laut. Hal ini ditunjukkan oleh data pada tahun
2013-2014, bahwa jumlah rata-rata setiap trip kapal
tuna handline berukuran sampai 5-GT adalah lebih

Dampak Pelaksanaan SLO bagi Kapal
Perikanan Tuna Handline berukuran sampai 5-
GT

Penerapan SLO untuk kapal perikanan tuna
handline berukuran sampai 5-GT telah di mulai
sejak tahun 2011, oleh DKP Kota Bitung, namun
payung hukumnya belum mendukung. Hal ini
menjadi suatu terobosan baru dalam dunia
perikanan dengan melihat potensi sumber daya ikan
yang ada dengan jumlah armada penangkap ikan
yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan
penerbitan SLO ini bertujuan untuk mengendalikan
dan memantau eksploitasi perikanan tuna di WPP
715 dan 716 di mana kapal perikanan tuna handline
tersebut terdaftar di DKP Kota Bitung, dan
mengawasi adanya penggunaan tenaga kerja asing
yang menjadi anak buah kapal (ABK) pada kapal
perikanan tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui
DKP Kota Bitung, dapat mengetahui jumlah kapal

dari 7 hari, yaitu sebesar 20 hari/trip (Gambar 1). tuna handline berukuran sampai 5-GT, yang
. 40 -
£ 35 :
o 0
= £1)
) 28
m 25
S -~ 20
as .
L™ 12
MS 0
-3
=< : 3 : .
. - X X _
= R S W S B R O T B G S . O . S A G S S S i -
B § F* T § ez 5 s s 3 ER 38k h
'J’.‘m(‘g‘.-_‘_"l\qﬁfj-‘.u:"*:ji:.‘.—‘ZT""T/“"ES::H
= § 52T 5 5% 5 § 8§52 5 £ & & §
o < 320 &8 8" & s IR
L] = B 73 = H
Bulan Operasional

Gambar 1. Jumlah rata-rata hari setiap trip kapal perikanan tuna hand line berukuran sampai 5-GT (2013-2014)
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Gambar 2. Jumlah kapal perikanan tuna handline berdasarkan GT yang melaut setiap bulan
pada tahun 2013-2014
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beroperasi melalui pelabuhan perikanan Kota
Bitung. Adapun jumlah kapal dan kapasitasnya
dapat dilihat pada Gambar 2.

Melalui penerapan SLO, produksi ikan tuna
yang didaratkan di Kota Bitung dapat terdata;
walaupun masih terdapat beberapa kelemahan (bias
data) dalam pelaksanaannya, karena perbedaan
persepsi dalam mengimplementasi regulasi yang
ada. Diharapkan, dengan adanya revisi dalam
regulasi tersebut, hal ini mampu menjamin aktivitas
penangkapan kapal perikanan tuna handline
berukuran sampai 5-GT. Dengan demikian, ikan
tuna hasil tangkapan tersebut dapat memiliki
legalitas dalam hal penerbitan sertifikat hasil
tangkapan ikan (catch certificate) yang disyaratkan
untuk komoditi ini sebagai produk ekspor.

Hubungan Produktivitas Hasil Tangkapan
Kapal Perikanan Tuna Handline dengan Data
Ikan yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Operasional kapal perikanan yang berpang-
kalan di Kota Bitung, berdasarkan data yang ada,

perikanan, khususnya kapal perikanan tuna
handline berukuran sampai 5-GT. Secara teknis,
desain konstruksi kapal dan daya mesin yang
digunakan sangat efektif dan efisien dalam
operasional alat tangkap tuna handline. Jumlah
tangkapan ikan rata-rata bulanan pada perikanan
tuna handline berukuran sampai 5-GT, yang terdata
selama tahun 2013-2014, sebesar 82.565 Kkg.
Adapun jumlah tangkapan ikan perbulannya dapat
dilihat pada Gambar 3.

Jumlah perikanan tuna handline berukuran
sampai 5-GT, yang terdata selama tahun 2013-2014,
yang melakukan operasi penangkapan, rata-rata
bulanan adalah sebanyak 182 unit kapal. Adapun
jumlah kapal yang beroperasi perbulannya dapat
dilihat pada Gambar 4.

Analisis SWOT
o Faktor Internal

Hasil rekapitulasi nilai parameter faktor
internal (“kekuatan” dan “kelemahan”) adalah
sebagai berikut:

bahwa terjadi peningkatan produktivitas kapal a. Komitmen petugas pengawas perikanan dalam
180
g 160
Q 140 -
® 120 A
s 100 1
a 80
% 60 A 3
= ® Lliilils
] 20 - o
: o 1§ R0 : SEEE i
= eI S T i S -2 X X 2 ¥ T 2 2 X X 2 X
E§£2 477 T REEEEEEATT T TR 2 E G
a. g 8 7 g 4 & © § 8
. ¢ = A - =z Z A
Bulan Tangkapan
Gambar 3. Hasil tangkapan ikan tuna/bulan yang didaratkan di Bitung menggunakan kapal tuna handline
berukuran sampai 5-GT pada tahun 2013-2014
:,f
=
=
&
R
=
=
£
=
L

Mer'13
Juni'13
Juli'13

2pril'l3

Maret'13
Oktober'13

Februars'l

Qe
-
=

Bulan Operasional

gu
September]3

Mer'l4
Juni'14
Juli'14

Januan'i4
Februari'l4
Maret'14
April'l4
2u

September'14
Oktober'14
Nopember'l4
Desember'l4

Gambar 4. Jumlah kapal perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT yang melaut setiap bulan (2013-2014)

38



Lumempouw et al.: Implementation of Legal Fishing Operational Letter (LFOL) in 5 GT-tuna handline...

wT2

Penvempurnaan regulasiterkait keselamtan pelavaran 0,001

wWoO2

WTI1

wol

Penmgkatan fungsi pengawasan dan pengendalian SDI di

3
WPP715dan"16 0,.003

Peningkatankapasitas SDM pelaksana SLO kapal
perikanan dan koordinasi antar aparatur terkai

Kesiapan sarana prasaran pendukung dan pavung hukum
pelaksanaan SLO bagi kapalperikanan tunGTa handline-
6GT

Peningkatan perhatian terhadap kesejahteraannelavan

STI

SO1

GT

kecil, penegakan hukwn dan keselamatan pelayvaran

Penmgkatan pelavanan terhadap kapaltuma handline < 6

= Skor

Gambar 4. Strategi kebijakan dan prioritasnya (semakin tinggi skor, semakin tinggi prioritas pelaksanaannya).

melakukan pelayanan yang cepat dan sederhana
dalam penerbitan SLO secara transparan dan
akuntabel = 0,980.

Potensi sumber daya ikan pelagis besar di WPP
715 dan WPP 716 cukup besar = 0,980).
Logistik untuk operasional kapal perikanan
tersedia dan mudah didapat di pelabuhan

e Analisis Faktor Eksternal

eksternal

Hasil rekapitulasi nilai

(“peluang” dan

parameter faktor
“fantangan”) adalah

sebagai berikut:

a.

Desain konstruksi dan kekuatan mesin kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-
GT =0,980.

perikanan dalam keterkaitannya dengan SLO =  b. Keahlian nelayan kapal perikanan tuna hand
0,950. line berukuran sampai 5-GT = 0,980.
Informasi peta potensi ikan (fishing ground) c. Produksi dan mutu ikan hasil tangkapan

dan kondisi oseanografi tersedia dan mudah
didapat di pelabuhan perikanan = 0,860.
Kondisi stair landing di PPS Bitung sangat baik
dan sangat layak digunakan pada saat
pendaratan ikan hasil tangkapan = 0,810.

perikanan tuna handline berukuran sampai 5-
GT =0,950.

Tidak terbatasnya daerah penangkapan untuk
nelayan kapal perikanan tuna handline
berukuran sampai 5-GT = 0,860.

Jumlah SDM pelaksanaan penerbitan SLO yang ~ e. Berkembangnya industri perikanan di Kota
ada saat ini = 0,63. Bitung = 0,780.

Sosialisasi yang telah dilakukan, tentang [UU  f. Dukungan DKP Kota Bitung dalam
Fishing, bagi nelayan kapal tuna handline menerbitkan BPKP = 0,710.

berukuran sampai 5-GT di Kota Bitung = 0,47. g. Kelengkapan fasilitas keselamatan kapal
Koordinasi aparat pelaksanaan penegakan perikanan tuna handline = 0,710.

hukum tentang IUU Fishing = 0,470. h. Sertifikasi nahkoda kapal perikanan tuna
Kesiapan payung hukum dan fasilitas handline paling besar 5-GT = 0,670.
pendukung penerapan SLO bagi kapal i. Sikap aparatur penegak hukum di laut dalam

perikanan tuna handline berukuran sampai 5-
GT di Kota Bitung = 0,350.

Validitas data produktivitas kapal perikanan
tunahanline di Kota Bitung = 0,280.
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penegakan regulasi IUU Fishing = 0,640.
Konflik batas territorial dengan daerah lain di
WPP 715 dan 716 = 0,600.

Perbandingan harga ikan tuna di pasar lokal
dengan yang ada di Negara Filipina (General
Santos) yang cukup signifikan.
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e Analisis IE (Internal-Eksternal)

Untuk mengetahui posisi fungsi pelayanan
SLO kapal perikanan tuna handline berukuran
sampai 5-GT, maka dilakukan analisis Internal-
Eksternal (IE). Berdasarkan analisis tersebut,
ternyata posisi fungsi pelayanan SLO kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT
terdapat pada sel I, yang artinya berada pada
strategi bertumbuh dan berkembang (grow and
build strategies).

Memperhatikan kondisi internal (“kekuatan”
dan “kelemahan”) dan eksternal (“peluang” dan
“tantangan”) pada setiap parameter yang telah
disebutkan pada indentifikasi faktor internal,
melalui analisis SWOT antar faktor, maka dapat
dirancang strategi kebijakan yang akan diambil
melalui rencana aksi (Gambar 5).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai

berikut:

e Kesiapan payung hukum, fasilitas pendukung,
dan SDM pengawasan/ pengendalian SDI, yang
ada di Pos Pelayanan Terpadu dalam meng-
antisipasi IUU Fishing di WPP 715 dan WPP
716, masih belum optimal dalam kegiatan
operasional.

o Dalam pelaksanaan penerapan SLO bagi kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT
di PPS Bitung, masih ditemukan perbedaan
dalam penerapan antara Permen KP No. 45
Tahun 2014 dan kondisi pelaksanaannya.

e Produktivitas hasil tangkapan dari kapal
perikanan tuna handline berukuran sampai 5-
GT, yang melakukan penangkapan di WPP 715
dan WP 716, sudah baik, namun masih ada
perbedaan antara jumlah volume produksi ikan
yang ditangkap dengan yang didaratkan di PPS
Bitung; hal ini mengindikasikan adanya kegiatan
IUU Fishing.
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